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ABSTRAK

EVALUASI MEKANISME SISTEM PEMUNGUTAN 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) '
(PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PALEMBANG)

Oleh: !
■

.Eka Putri Sugma Bangsa

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme sistem pemungutan 
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan mengevaluasi 
pengalihan PBB P2 sebelum dan sesudah peralihan dari Pajak Pusat ke Pajak 
Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dilihat dari jumlah 
penerimaan sesuai dengan jumlah wajib pajak. Analisis data mengunakan metode 
deskriptif kualitatif dengan melalui tiga prosedur yaitu reduksi data, penyajian 
data dan menarik kesimpulan. Sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 
28 Tahun 2009 PBB P2 telah dilimpahkan wewenang ke Pemerintah Daerah 
untuk sepenuhnya menentukan dan mencatat mulai dari pendataan, penetapan, 
pengadministrasian, pemungutan dan pelayanan PBB P2 menjadi pajak daerah 
guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian menunjukkan 
mekanisme sistem pemungutan PBB P2 di Dinas Pendapatan Daerah Kota 
Palembang sudah berjalan dengan baik dan efektif begitu juga kesadaran wajib 
pajak untuk membayar PBB P2 sesuai dengan meningkatnya jumlah penerimaan 
dari tahun 2012-2013.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, mekanisme, evaluasi, pengalihan
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NIP. 19650816 199512 1 001

Arista Hakiki, S.E<dVl.Acc, Ak, CA
NIP. 19730317 199703 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

AhmaaSubcki, S. k, M.M, Ak, CA 
NIP. 19650816 199512 1 001

IX



ABSTRACT

TIlp EVALUATION OF COLLECTING SYSTEM ON 
* •

LAND AND BUILDING TAX 

(LOCAL REVENUE OFFICES PALEMBANG)

By:
Eka Putri Sugma Bangsa., Amad Subeki, S.E, M.M, Ak, CA., Arista Hakiki, S.E,

M. Acc, Ak, C A

The purpose of this study was to determine the mechanism of tax 
collection System Land and Building Rural and Urban (PBB P2) and evaluate the 
transfer of PBB P2 before and after the transition from the Tax Center to the Local 
Ta* on Local Revenue Office of Palembang be seen from the number of 
admissions according to the number of taxpayers. Analysis of the data using 
descriptive qualitative method through three procedures which are data reduction, 
data presentation and dravv conclusions. As the implementation of Law No. 28 of 
2009 PBB P2 has been delegated the authority to Local Government to fully 
determine and record from the beginning of data collection, the establishment, 
administration, collection and Service of the PBB P2 to be a local tax in order to 
improve the Local original income. The results show that the mechanism of 
collecting system on land and building tax (PBB P2) in Local Revenue Offices 
Palembang has been going well and effectively as well as awareness of the 

* taxpayer to pay PBB P2 on time as the increasing amount of revenue from 2012- 
2013.'

Keywords: land and building lax, mechanisms, evcilucition, transition

• Ketua Anggota
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan euforia otonomi daerah melalui pola desentralisasi fiskal 

maka mulai tanggal 1 januari 2010, pajak bumi dan bangunan atau yang dikenal 

dengan PBB akan resmi sepenuhnya menjadi pajak daerah (local tax) menjadi 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). PBB dapat 

didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas objek pajak berupa bumi dan atau 

bangunan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak 

terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan, 

keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

(Dirjen Pajak, 2012).

Objek Pajak PBB P2 adalah bumi dan atau bangunan yang dimiliki,

dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan

yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan 

(P3), sedangkan subjek pajak atau wajib pajak adalah orang pribadi atau badan 

yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat 

atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas 

bangunan (UU No. 28 Tahun 2009). Hal ini berarti pada pengenaan PBB P2, 

subjek pajak dan wajib pajak berada pada diri orang yang sama.

Selama ini pelaksanaan pemungutan dan pengalokasian PBB dilakukan 

oleh Pemerintah Pusat agar ada keseragaman dan keadilan dalam perpajakan. Hal 

ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur (reguleren) agar

1



pemerintah daerah tidak memutuskan PBB atas kemauannya sendiri, namun 

demikian seluruh penerimaan pajaknya diberikan kembali ke Pemerintah Pusat 

melalui pola bagi hasil. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) sudah 

tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan PBB, sehingga wajib pajak akan 

melaporkan sendiri pembayaran PBB langsung ditangani oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota setempat.

Nilai lebih dari pengalihan PBB ini diharapkan akan membawa iklim 

demokrasi yang lebih baik karena berakar langsung pada kondisi konkrit di daerah 

yang bersangkutan dan diharapkan bisa meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pengelolaannya (Fitria, 2012). Hal ini dinilai akan dapat 

terwujud bila pengelolaan PBB P2 diserahkan kepada masing-masing pemegang 

otonomi. Yang dimaksud dengan pengalihan wewenang sebenarnya adalah 

pengalihan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 

subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang, pelaksanaan kegiatan 

penagihan pajak terhadap wajib pajak, serta pengawasan penyetorannya yang 

selama ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Prinsip dasar pelaksanaan 

desentralisasi fiskal menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(UU PDRD) adalah (money follows fiunctions), yaitu fungsi pelayanan publik 

didaerahkan tentunya masih dengan dukungan pembiayaan pusat melalui 

penyerahan sumber-sumber penerimaan kepada daerah dengan kata lain 

pengalihan PBB ke daerah ini bertujuan untuk meningkatkan (local taxingpower) 

di Kabupaten/Kota.

Kota Palembang adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera 

Selatan yang pemerintah daerahnya senantiasa meningkatkan potensi daerahnya
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dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan baik oleh Pemerintah 

Kota Palembang, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah 

pusat. Kota Palembang sendiri telah melakukan pengalihan PBB pada tahun 2012 

kemudian Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2013. Sebagai wujud upaya 

meningkatan penerimaan pendapatan daerah yaitu dengan melaksanakan amanat 

UU No. 28 Tahun 2009 mengenai pengalihan wewenang pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

Sebelum dikelola Dispenda, di Kota Palembang tercatat ada 243.000 wajib

pajak pada tahun 2009, 273.000 wajib pajak pada tahun 2010 dan 258.000 wajib 

pajak pada tahun 2011. Setelah dikelola Dispenda Kota Palembang pada tahun

2012 mengalami kenaikan mencapai 285.000 wajib pajak.

Tabel 1.2 Perbedaan Jenis Pajak Kabupaten/Kota

pada UU No.34/2000 dengan UU No. 28/2009

UU 34/2000 UU 28/2009

1. Pajak Hotel

1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran

2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan

3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame

4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Mineral Bukan Logam5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

6. Pajak Parkir dan Batuan
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7. Pajak Parkir

8. Pajak Air Bawah Tanah

7. Pajak Pengambilan Bahan

Galian Gol. C

9. Pajak Sarang Burung Walet

10. PBB Pedesaan & Perkotaan

(baru)

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (baru)

Sumber : Materi Presentasi “Penga ihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak 
Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

Mengingat dominannya peran pajak dalam pembangunan infrastuktur di

Indonesia, terutama bagi sumber penerimaan Negara, maka diperlukan suatu

mekanisme atau prosedural yang tepat dalam mengelola semua pajak ini, terutama

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Agar pengelolaan PBB ini dapat beijalan baik

dan terarah. Saat ini sudah 2 tahun sejak dialihkannya PBB P2 dari pemerintah 

pusat ke pemerintah daerah, tentunya pengalihan ini akan mempunyai dampak 

yang luas terutama pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang 

bersangkutan, dalam hal ini kota Palembang. Namun apakah pengalihan ini sudah 

tepat dan berjalan lebih baik dibandingkan saat dikelola oleh Pemerintah Pusat, 

seyogyanya perlu untuk dievaluasi lebih lanjut.

Pelimpahan pengelolaan PBB P2 kepada pemerintah daerah menurut pasal 

182 ayat 1 UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) akan 

dilaksanakan selambat-lambatnya pada 1 Januari 2014. Pada prinsipnya 

administrasi teijadi perpindahan pencatatan hasil pemungutan PBB, jika 

sebelumnya penerimaan PBB tercatat pada keuangan negara (APBN) dalam

secara
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penerimaan perpajakan, kemudian setelah mekanisme peralihan berjalan akan 

masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pajak daerah. Bagi 

daerah yang belum siap menjalankan pengalihan pengelolaan PBB P2 pada akhir 

tahun 2013, daerah tersebut akan berpotensi kehilangan salah satu sumber PAD 

karena pada saat ini pemerintah pusat sudah tidak boleh melakukan pemungutan

terhadap PBB.

Dengan latar belakang inilah penulis merasa tertarik untuk membahas dan

melakukan penelitian mengenai “Evaluasi Mekanisme Sistem Pemungutan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota

Palembang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pokok pikiran yang dituangkan dalam uraian di atas, 

maka permasalahan yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

Bagaimana mekanisme sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

sebelum peralihan di Kantor Wilayah DJP Kota Palembang?

Bagaimana mekanisme sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

sesudah peralihan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang?

Apakah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah Pusat 

ke Pemerintah Daerah telah berjalan dengan baik dan efektif?

1.

2.

3.
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini

adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) sebelum dan sesudah peralihan dari Pajak Pusat ke 

Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Kota Palembang.

2. Untuk mengetahui apakah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah ini beijalan lebih baik dan

efektif dibandingkan saat dikelola oleh Pemerintah Pusat.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang ditetapkan, manfaat yang ingin dicapai dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pemahaman tentang pengalihan dan pemungutan PBB P2.

2. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan dan mendongkrak penerimaan PBB P2 guna 

meningkatkan PAD.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan pengetahuan mengenai mekanisme sistem pemungutan PBB P2 

setelah dilalihkan menjadi pajak daerah.
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4. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan 

penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, 

atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Ruang Lingkup Penelitian

Yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mekanisme 

sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum dan 

sesudah peralihan dari pajak pusat ke pajak daerah serta evaluasinya 

dilihat dari banyaknya jumlah wajib pajak dan penerimaan yang

dihasilkan.

1.4.2. Data dan Metode Pengumpulan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer atau data pokok ini adalah data yang diperoleh 

penulis dengan terjun langsung ke objek penelitian dalam hal ini 

melakukan wawancara dan juga melakukan pengambilan data-data yang 

berhubungan dengan penulisan penelitian. Data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), adapun data yang 

digunakan adalah Data internal yakni dokumen-dokumen 

dikumpulkan, dicatat dan disimpan di Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Palembang.

yang
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Untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penelitian 

ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 

a. Teknik Wawancara, yaitu penulis melakukan serangkaian tanya jawab 

atau wawancara secara langsung dengan pihak organisasi atau petugas 

yang bersangkutan yang dianggap perlu mengenai mekanisme sistem 

perpajakan PBB sebelum dan setelah peralihan dan wawancara 

dilakukan dengan Ka. Penerimaan PBB di Kantor Dispenda Palembang

yakni Ibu Elly Dalti, S.H, M. H.

Untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dalam

penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai

berikut:

a. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan cara melakukan pencatatan atau

pengkopian terhadap dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis,

gambar maupun elektronik yang dibutuhkan penulis seperti SOP 

Dispenda Kota Palembang 2013 dan Laporan Target dan Realisasi 

Penerimaan Daerah Kota Palembang.

b. Studi Kepustakaan (Literatur), untuk memperoleh landasan teori 

mengenai mekanisme sistem perpajakan PBB melalui buku-buku, 

makalah-makalah, seminar, jurnal-jurnal, catatan kuliah, artikel majalah 

yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta berguna bagi 

penyusunan hasil penelitian ini.

8



=

1.4.3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif 

kualitatif yaitu metode yang menyajikan dan menganalisis data (studi 

kasus) sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan benar 

mengenai objek yang diteliti dengan membandingkan antara mekanisme 

pemungutan PBB sebelum dan sesudah peralihan di Kota Palembang.

Teknik analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan. Setelah data yang 

berkaitan dengan permasalahan diperlukan diperoleh selanjutnya analisis

data tersebut. Kemudian mengevaluasi dan membandingan data yang

diperoleh antara mekanisme yang beijalan saat PBB masih dikendalikan

oleh pemerintah pusat dengan mekanisme yang beijalan saat PBB setelah

dikendalikan oleh pemerintah daerah. Setelah menganalisis data yang

berkaitan dengan permasalahan, dari pengevaluasian dan pembandingan

tersebut baru dapat dilihat manakah pengelolaan yang beijalan lebih baik.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca agar lebih mengerti secara keseluruhan dari 

isi skripsi ini, maka sistematika penulisan dan penyajian dalam skripsi ini dibagi 

dalam lima bab, yaitu:

BABI PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan, dimana dalam bab ini akan dijelaskan 

tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian,
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manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi ruang lingkup 

pembahasan, lokasi penelitian jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

BABII TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori (landasan teori) yang

merupakan dasar bagi penyusunan skripsi ini yang terdiri dari pengertian

pajak, jenis pajak, objek dan subjek pajak, fungsi pajak, penggolongan

pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian pajak daerah, pengertian

PBB, mekanisme pemungutan PBB sebelum dan sesudah peralihan serta

tinjauan atas penelitian lain yang relevan.

BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH DINAS PENDAPATAN

DAERAH KOTA PALEMBANG

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Kantor Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Palembang serta visi, misi, fungsi dan tugas

pokoknya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai perbandingan mekanisme pemungutan 

PBB sebelum dan sesudah peralihan di Dinas Pendapatan Daerah Kota 

Palembang serta evaluasinya yang diolah dari data yang diperoleh. Dari 

data tersebut akan dibandingkan manakah yang jauh lebih baik dan 

efektif dalam pengelolaan PBB ini.
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BAB V PENUTUP

Bab ini mengungkapkan penarikan kesimpulan berdasarkan uraian-uraian

pada bab sebelumnya dan juga saran-saran yang diberikan penulis dari

hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, juga memuat keterbatasan

penelitian yang dilakukan.
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